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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 

Tahun 2010 yang berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara, sanksi yang diberikan terhadap 

Aparatur Sipil Negara berdasarkan  Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan 

pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-

teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan 

dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui 

pengakajian terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang dispilin Aparatur Sipil 

Negara. 

Disiplin Aparatur Sipil Negara sifatnya sangat komplek. Dalam kondisi dan lingkungan 

tertentu,kedisiplinan suatu organisasi akan mengalami perubahan yang signifikan akibat pengaruh 

lingkungan itu sendiri. Dari aspek penerapan pelaksanaan peraturan untuk penjatuhan sanksi 

administrasi terhadap ASN yang melanggar disiplin sudah diamanahkan oleh UU dan PP nomor 

53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pemberian sanksi disiplin dilakukan 

secara bertahap dan berjenjang yakni: teguran lisan sampai teguran tertulis, jenjang sanksi 

ringan,sedang dan berat, dan bentuk penanganan sanksi.  

 

Kata Kunci:  Disiplin, Aparatur Sipil Negara, PP 53 Tahun 2010 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomidaerah 

di Indonesia dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi membawa konsekuensisemakin besarnya 

penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah,sehingga pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri dalam 

rangka melayani dan membawa kesejahteraanmasyarakat, termasuk kewenangan daerah dibidang 

kepegawaian.
 

Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dikoordinasipada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh 

Gubernur. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang 

sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti 

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin 

berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan
7
 

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, 

kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang 

ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. 
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Standar, norma, dan prosedur pembinaan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil 

daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks hukum kepegawaian, 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparaturnegara memiliki peran sentral dalam membawa 

komponen-komponen kebijaksanaan-kebijaksanaandan peraturan-peraturan pemerintah. 

ASN seperti diistilahkan dalam dunia militer "not the gun, the man behind the gun" yaitu 

bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu.Senjata yang 

modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu 

dengan tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.Namun demikian fenomena yang terjadi, 

seringnya ASN melakukan pelanggaran disiplin ASN, baik pelanggaran ringan, pelanggaran 

sedang, maupun pelanggaran berat.  

 Pada ketentuan umum BAB I PP nomo 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri 

Sipil; pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk  

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Pusat dan ASN 

Daerah. 

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak 

menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar 

peraturan disiplin ASN. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, 

dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. 

6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas 

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 

administratif. 

7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas 

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

8. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh ASN 

yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN 

yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan 

Pertimbangan Kepegawaian
.1  

 

Sejak  ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, 

membawa konsekuensi banyaknya ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin, karena melanggar 

kewajiban dan larangan. Sebagai gambaran pada Tahun 2011, berdasarkan data Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 36 (tiga puluh enam) ASN, 

diantaranya : 5 (lima) ASN diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

ASN, dan 7 (tujuh) ASN diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN. 

Sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin ASN, bahwa ada 17 (tujuh belas) Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN 

sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Demikian juga berdasarkan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN,bahwa seorang ASN harus menghindari 

15 (lima belas) larangan.Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, maka kepada ASN yang melakukan 

pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, yaitu : hukuman disiplin ringan, 
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hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari : 

teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 

 Adapun Hukuman Disiplin Sedang meliputi : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 

(satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan Hukuman Disiplin Berat terdiri dari : penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 

setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan  hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. 

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan 

pelanggaran disiplin, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN,  

mengatur masalah Upaya Administratif. Proses Upaya Administratif yang dapat di tempuh oleh 

seorang ASN yang telah dijatuhkan hukuman disiplin, dalam prakteknya masih banyak ASN yang 

belum paham dan mengerti tata cara dan prosedurnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Disiplin di lingkungan Pegawai Negeri Sipil sangat komplek sifatnya. Dalam kondisi dan 

lingkungan tertentu,kedisiplinan suatu organisasi akan mengalami perubahan yang signifikan 

akibat dari pengaruh dari lingkungan itu sendiri, namun dari aspek penerapan dari pelaksanaan 

peraturan untuk penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang melanggar disiplin sudah 

dilakukan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh UU dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

Proses pemberian sanksi disiplin dilakukan secara bertahap dan berjenjang yakni : 

a. teguran lisan sampai teguran tertulis 

b. jenjang sanksi ringan,sedang dan berat 

c. brntuk penanganan sanksi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk jenis hukuman ringan dan sedang tidak ada 

ditemukan, sedangkan untuk jenis pemberian sanksi yang bersifat berat atau jenis hukuman berat 

untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebanyak 3 (tiga) kasus dari tahun 2010-

2013 dengan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN. 
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